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tidak hanya berhenti pada petinggi
ta Sarana Bal (P$SB). |Setelah memidanakan
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DENPASAR - Korupsi pengelolaan parkir
di Bandara NFur h Rai senilai Rp iT miliar

Pena-

- sar en apkan satu orang
tersangka Iagl Infor asi y

praktik korupsi p
etapan KT sebagai te érupakan
. "Sudah
ungkinan
ar sumber
Ing enggan

mnam terj sph Kasi Intel Kejari

'Denph ar, S ahri) Sagir membenarkan

sudah ddé calon tersangka korupsi parkir
bandara. Namun, sp.at ditanya identitas
tersangka, Syahrir tidak mau membocorkan.

siapa ;e«rsangka ya. Sec epatnya akan kami
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terdakwa perkara ko psi per-
Jalanandinas(pe ) fiktif Dis-

tuntutan. Sayangrya,
jaksa penuntut umu

sangat miring. Sémbilan ter-
dakwa yang semestinya studi
banding ke Pemka 2o,

malah melali |
dltuntut 1,5t

. JAMAAH: Sembilan terdakwa perdin f‘kﬂt
* gadilan Tipikor Denpasar kqmarin

gaimana dlaturPasaiBUU'Iip- ;
ikorjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
‘menuntut enam terdakwa

wa, yakni Tjok Istri Siswaryni, I -
Dewa Putu Mudana dan Dewa
PutuSuarnama dituntut selama
and 1,5 tahuh dan denda Rp 50 j juta
I Ketut Puja, I Made Darmaja subsider 3 bulan kurungan.
- danTNyoman Sulandra, huku-  Katanyfa, 'sembilan terdakwa = r
man penjara masing-masi bersalal melakukan tindakan n
tahun dan dend korupsi secara bersama-sama
juta subsider6 b .. sehinggd merugikan keuahgan ‘
Sedangkan kep: . hegara Rp, 61 juta. Yakni se- Juli

ih : at lantaran ini adalah
ke ua bag1 mereka. Yang
an terddqfva telah

i
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BELANJA daerah Ka-
bupaten Badung tahun 2017
dirancang nyaris menyentuh
angka Rp 5 triliun, tepatnya Rp
4.960.523.583.567,29. Hal itu
diungkapkan Bupati Badung
Nyoman Giri Prasta, S.Sos.
dalam rapat paripurna DPRD
Badung, Rabu (20/7) kemarin.
Rapat dipimpin Ketua DPRD
Badung Putu Parwata, dihadiri
Wabup Ketut Suiasa, Wakil
Ketua DPRD Nyoman Karyana
dan Made Sunartha serta ang-
gota DPRD Badung. Acara
juga dihadiri Sekkab Badung
Kompyang R. Swandika ber-
sama kadis, kepala kantor dan
kabag di lingkungan Pemkab
Badung serta undangan lain-
nya.

Rapat paripurna tersebut
mengagendakan penjelasan

miliar yang digunakan untuk
program pengembangan kin-
erja pengelolaan persampahan,
program pengelolaan ruang
terbuka hijau, program pengen-
dalian pencemaran dan perusa-
kan lingkungan hidup, program
peningkatan kualitas dan akses
informasi SDA dan lingkungan
hidup, serta program rehabili-
tasi dan pemulihan cadangan
SDA. Dalam bidang sarft]la-
prasarana wilayah, peruma-

ditutup dari pemblaya netto
2016 senilai Rp 328,7 miliar. =
“Dengan begitu, padaltahun s
anggaran 2017 tidak afa sisa
lebih pembiayaan tahur berke+
nan|” katanya.
Menurutnya, tahuph ang- |
gar Fn.2017 alokasi helanja
langsung diprioritaskan untuk |
melaksanakan urusan|wajib, |

Bupati Badung terhadap 5
ranperda. Kelima ranperda
tersebut adalah Ranperda Ke-
byjakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Se-
mentara (KUA-PPAS) APBD
Badung Tahun Anggaran 2017,
Ranperda tentang Pertang-
gungjawaban Pelaksanaan
APBD Badung Tahun Ang-
garan 2015, Ranperda tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2016-2021,"
Ranperda tentang Kabupaten
Layak Anak, serta Ranperda
tentang Pencabutan Perda No.
'3 Tahun 2007 tentang Pedo-
'man Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan
' Desa.

Menurut Bupati, belanja
daerah Badung 2017 mengala-
| mi peningkatan Rp 899,9 miliar
atau 22,16 persen dibandingkan
APBD Induk 2016 yang nilain-
va Rp 4,060 triliun. Anggaran
tersebut dialokasikan untuk
belanja tidak langsung Rp 2,68

penunjang urusan pemerin-
|tahdn daerah yang diwujudkan |

gunan daerah. Urusan pen- ¢

urusan pilihan, serta fungsi |

dalam 9 prioritas pemban- |

didikan tetap mendapat porsi
sesuai ketentuan yakni Rp 14
triliun lebih. Persentasenya j
mencapai 20,21 persen dari
APBD, sementara ketentuan-
nya|minimal 20 persén. Se—
lanjntnya di sektor kes hatan & g
Badung mengalokasikan Rple ﬂga‘. ,
525,4 miliar atau sekitar 10,59 D .

jib tersebut, Badung tak melu-
pakan pembangunan di sektor
ekonomi dengan progr:
ciptaan iklim usaha ketil me-
nengah yang kondusif, pfogram

an koperasi.
h sektor lingkungan hidup,
kasikan anggaran Rp 4517

Tahun 2017 B lanja yarls Tembus Rp 5 Triliun

han dan permukiman; Badung
mengalokasikan anggaran Rp
757 miliar lebih. Dana ini digu-
nakan untuk program pening-
katan jalan dan jembatan, pro-
gram pengembangan prasarana
dan fasilitas perhubungan serta
pelayanan angkutan, program
pengembangan dan pengelo-
laan jaringan irigasi, program
penyehatan lingkungan, serta
program penataan bangunan/
gedung. (ad602) g
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ePfscamﬁeLsx Perda thiak-’f)pel af, ELem’prov ball lnm me‘ aJukan Lulan revnsl

Perda Retansn asa Usaha. RevisiPerda No.3 Tahun 2011 itu terkait perlu F an o
retribusi dan penin katan tarif. ] erha ap
Pendapatan 4sh Da ruh (PAD) ba

engingat, sharing kontrib: si retnbms
1,8 persen ;}au kurang :

“Karena dari d hdl tndak triliun /dikalikan 5 persen seki-
ditinjau, kok ada potensi tidak tar Rp|175 miliar,” ujar Kepala

digarap. Saya in:
1,8 persen menjadi 5 persen be-
gitu diundangkan ini. Artinya,
ada perubahan 3,2 persen dari  Kepal
PAD. Hitung saja

menggeser - Dinas Pendapatan Balg I Made
sal Rapat Paripur-

?mpaian Penjelasan |

na Pe
aerah terhadap Ran-

Rp 83 perda fentang PerubahanPerda

No.3 Tahun 2011 4i DPRD Bah, -
Rabu (20/7) kemarin. :
| Santha menambahkan, adi
115 objek baru y tarif retri- *
b inya akan direvisi. Men--
kup struktur dan besaran tarif

r@*ril?usi pema];a?gp kekayaan

|'lainnya

: tribus i tempat p
sah‘ggarahah/ ila,

erah, serta retripusi
~Tent saj ini akan membawa

“Salah [satu contohnya, tarif” 1’Pemprotv Bali. D
i untuk foto prawedding
en Bajra Sandhi|/dan

dulunya p 300 ribu sekarang
Kalau lokal Rp 5(])0

visi Perda Retrim]é]i?lads Jsaha
sejalan pula dengan semangat
Art Center. Untuk orang asing Undang-undang No.28 tahun
2008 tentang Pajak Daerah dan
Retmbusn Daerahl fK

i- rxbu,” jelz snya Tanfm'etanum
; ng akan direvisi, lan-
i penjualan prod i jut Santha, tarif laboratoriu
kesehatan, olah limbah di Dmas
PU, tarifalat berat, dan retribusi -
tiang pancang di tanah Pemprov
Bali dan wilayah kewenangan
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Ngurah Cede

ia Pe:rars Ckn

pasrahkan kasus ini
Ketua DPRD

mentar banyak saat dite
Bali di Graha Sewaka D
rin siang. la mengaku
sepenuhnya ke proses
belum itu. Kita serahkan k
saan,” kata Ngurah G e

Rabu(20/7)., |

Ia hanya memberik ko ! entair

\ uaul( ipgetot 7 Eutu} pe]Lbat f
Sekretariat Dewan. '
Pejabat yang mengerti
betul soa L hiruk pikuk dunia biro-
krasi ini bercerita bahwa setiap ada
masalah, yang paling pert licari
adalah pihak Sekretariat kh sus‘rl;ta
Sekretatans DeWan da ‘

anggota, mesklp
dak sesuai aturan pastl 4
umhginbun Baliini. | |
Sekwan IGN Rai Sut saat dipe-
riksa beberapa ‘waktu lal
membantah tuduh ‘%‘
paikan terkait deng
selalu dia 1yakam Menurlitnyg, sejak
ia men]abat seb, ga1 lSe an hingga
sekarang, ia t1
kanha.lseperhltu ( ‘ n)

retariat dewan emarm meh]elaskan

‘Se'kletarit W

berhenu

B & = ~— === g = s s o

im d@wz‘m dii i

bagaimana mekanisme per]alanan |
dinas hirlg

ar sudah menetap- -
angka yakni pejabat di
yang berinisial AP
gka ini pun menjadi
para pegawal dan staf
’Saya tldaklku ¢

masi yan dlper leh, kasusuu belum

DITEMU

Dharma,|Lumin ang, Rabu (20/7) .
siang, Sekwan Denpasar , Rai Suta
menghindar dan tak berkata ba-
nyak. “En ?a komentar. Nan-
tiya, nanti..\nanti,” ucap Rai Suta
sembari betjalan cepat masuk ke

an k:‘l{\ tdahal beliau orangnya
k ”

at Dewan itu.
| Me#urut sumber yang mengetahui

Hanya Bisa Pasrah.

3 )nu‘(ﬁ]n

A ini pur} dlakm oleh pe-
nis di Sekretariat DPRD
sar. “Iya kasihan sekali atas-

cap pegawal Sekretan-

nis perjalanan’ dinas ini, yang

d

lk ”
: pe]ab t bagian sekretariat Dewan.
N

alul gampang meloloskan setiap

inisial AP dalam kabnf
i

soal perdin bukan Hanya

juga, merupakan kesalahan
oknum anggota dewan. Sekwan

ke-administrasian yang be-
tu sesuai dengan ketentuan.

aya sudah kasdf u Pak Sek- -
dari pertama beliau men]abat

wan, angthh dan p1mpman

3 Tdung, lalu bapk lagi keluar.
e Jar Denpasar sudah mene-
<an satu tersangka yakni peja-
di Sekretariat Dewan yang be-
%@ugaan
s DPRD
) e

Edisi
Hal

2\

N2




Sub Bagian Humas cgan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

KA US korups1 konstruksi jaringan air bersxh d1' e-
natan Ak asen1, Manggis, dan Kubbv :; 18

‘ loskan ke penjara Ir. 1 :

‘ n Ida Bagus Dka (keduanya antaﬂ dls :
gasem), serta Kepala Divisi PT Ad!u

; Imam Santosa, Ditresknm&iz

nelimpahkan Berkas perkara rsangka ep ‘
no Trishadidno ke Kejaksa ggi Bali. !' f

ran vital dalam proyek yang merugikan eu" il
besar Rp 7 m11 ar berdasarkan audit BPK

pe er)aanko
ir bersih di Kecamata Abang, Karangasem, M §
bu oleh PT Adhi|Karya adalah jenis galvanis BSA
ium tanpa SNI alias dak berstandar )
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| In ldanHumas Kejam Dbt
1 ! aglr, Selasa (19/7), 1 pemer saa i
4sampa1keLa as Pongka_nma terpidana
indahkan ke sana. Sebelumnya, terpidana i
ditahan di Rutan Bangli. Selain itv, penyidik
* ‘sudah memeriksa saksi penting, seperti
Itg’w.»ms 15 ta : erasio B
d' hael Maks ( eneral nagerPB
erapura ba ] asmg mgtelah Yo?;
‘ 'Q 1Q tahul.].). ! | ma? ik i
| 4 (4 ng diperi sa addlal; 'sqf'

adminis ‘ » Rudi Johnson Sitorus.
Pemeriksaan t Rud1m1belum dilakuka [ ‘
: I ersang utank]m&tahaﬁdi Lapas

53 £ ang: dah divonis, M V &fiﬂhh; ‘
tan Dirut PT P nata$aranaBah.Chrsz idana,
Di Pengadilang enja

Barnoza. -‘| kasus ini, Jaksa menjerat ot |
dakwa dengan Pasal ayat (1) jo Pasal 18 Uy
No. 31 Tahun 1999 i a

Edisi  : \Wowu®| a1 DVl 26)6
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Komang Su

Gianyar (Bali Post) -
Unit ITI Satreskrim Poles
Gianyar melakukan pelim-
pahan berkas dan barang
bukti kasus korupsi aspal |di
Banjar Pande Desa Tuliktip
ke Kejaksaan Negeri (Kejari)
Gianyar, Rabu (20/7) kemarin.
I Komang Sukerta (46) yang
menjadi tersangka dal
kasus ini langsung ditahan
Sipidsus Kejari Gianyar. Pria
asal Klungkung ini akan
menjalani masa penahanan
selama 20 hari di Rutan Kelas
II B Gianyar.

Berdasarkan pantau n |

di Kejari Gianyar siang ke-
marin, tersangka I Komarng
Sukerta tampak digiring
dari mobil tahanan oleh
‘Kanit IT Satreskrim Polres
Gianyar Iptu Resha Pranata
beserta jajaran. Sembari
menundukkan kepala, pria
bertato di kaki kirinya i
langsung diantar ke ruang
penyidik Sipidsus Kejar
Gian arig” it b
Iptu Resha Pranata me
gatakan, dalam tahap
kasus ini polisi menyera
kan tersangka, berkas da
barang bukti kasus korups
aspal ke Kejari Gianya
Seperti lima drum bekas
dokumen, surat perjanjia
kerja, surat perintah pen

e

e e

cairan dana, kpitansi pen-
jualan aspal dan sejumlah
‘ber as lainnya.

.~ “Karena penyi
'sus ini sudah r
tersangka dan
kita limpahka
saan untuk pros
nya}’ katanya.

Sementara
idsus Herdia
menegaskan, seti
korupsi yang
Kejari Gianyar
sung dilakukan

Iﬁaardi

PU Provinsi Bali dengan
tersangka Kom
Tersangka langsung ditah-
an selama 20 hari di Rutan
Kelas II B Gianyar. | .
“Dari kepolisian juga me-
nyampaikan bahwa selama
pemeriksaan tersangka ti-
dak kooperatif serta pernah
beberapa kali [tidak me-

saan. Jadi dari it

amijuga
langsung melak

penyidikan di

erangnya.
Mempertanggungjawab-
kan perbuatannya, Komang
Sukerta kini diahcam pasal
2 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun
- ; % R —

ADD

menuhi panggildn pemerik- |

rbpsi Aspa-l“dﬂ fulikupy

rta Ditahan

1999 junto UU RI No. 20 Ta-
hun 2001 tentang T pikor. |
Ancaman hukuman minimal ‘
empat tahun dan maksimal
15 tahun penjara. “Dari ap-
sal itu yang bersangkutan
juga didenda minimal Rp 50
juta dan maksimal Rp 200

juta,” tandas Herdian. b
~ Kasus ini berawal dari
Dinas PU Provinsi Bali yang

memberikan bantuan 30
drum aspal k Banjar Pande
Desa Tulikuﬁp da 2013.
Permohonan ban
ini diajukan oleh Klian Ban-
jar Dinas Pande|I Nyoman
Sukara pada 2012. Lalu
terealisasi pada 2018 dan
diterima Klian Dinas peri-

. ode selanjutnya, I Nyoman
- Murna. Bila diuangkan; 30

rum aspal dari dinas PU

rovinsi Bali';itulsem'lai Rp
47.211.450. |

‘ Selain bantuan tersebut,
pada November 2014 juga
ada Alokasi Dana Desa
(ADD) dari Pemkab Gianyar
sebesar Rp 25 juta. Selan-
jutnya pada bulan yang
sama diadakan rapat di
Banjar Pande untuk mem-
bahas upaya pengaspalan
dengan menggunakan ADD
dan aspal 30 drun
Lalu disepakati pemborong,
Komang Sukerta yang saat

{
bayaran uang muka kepada dila
tersangka ditambah |30 I Nyoman Murna. Semen-
drum aspal. Namun hin;
¢ Maret 2015, pen?}rj an

ug%nggku'seb;gai irek- kan
tur CV Luhur Puncak Sari. .yakjlph
Dari kesep’ai‘lé

R

{

sebesar

K

ga tara
ti- {Gian

tan itu, batu kerikil pada jalan
%25j ta | yang rusak.

mbuatan agregat
batas pemasangan

s ini selanjutnya
an ke polisi oleh

it Tipikor Polres
yang melakukan
ikan, mengetahui

‘dak kunjung dilaksanakan. ‘penye i : i
‘Akhirnya pihak banjar ternyata 30 drum aspal dari
'kembali rapat dan mem- Dinas PU Provinsi Bali itu
‘buat surat kesepakatan sudah dijual oleh tersangka
dengan Komang Sukerta. kepada seorang pria asal
Hingga akhir April 2015, Tam ksiring seharga Rp

tersangka hanya melaku- 43 juta.(kmb35) |

i
Bali Post/nik
311 at. Reskrim Polres Gianyar Iptu

TERSANGKA - Kani
Resha Pranata saa
Sukerta di Kejari G

mendampingi tersangka omang
anyar, Rabu (20/7) kemar_ n.
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aan Pefdin Fiktit Glanyaﬂ[ f
. '
am Terp idana
| S. D I
'« lapun, 51 ’_ar;lya
sa Post)- ,
perdin) | bmb(hanﬁ'
| g m g an yad1
. terpidana ‘kasusSPP ﬁktlfD
Dewa d Putra, Ketut Ritama,
I Ketu Pu I ade Darmaj danIN landra. 1am orang
ini oleh ja nuntut um ari Soetopo dan kayanti
iga 'Fz yakm’l‘joklstn waryni, I Dewa Putu] an Dew:
: 3 &Jatuhlp i e S . o
0t majelis hakim pimpis { 1
a Ach dPetenth& Hartono men: ,h 3
karena terdakwa sebelumnya ,
ada n’:n‘. alahdan J
a ‘m ;;"Aa-“;: i n;{ee ita
nying itu, terdakwa men, -
na yang add padanya kare
n keuangan . Atas
3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pe:
i man t;e dmbah ditambahde

1"

l. 1|ll||t

ah te a diminta enqupkanpas r(ln*bﬂ ('i il :

SER RIS YNy

KUHP. Untuk e
a Rp 50 juta subsider 6 bulan

all jltuntut 1 5

unpenjara,j
kurungan.

sida g sebelumnya, terdakwa sem a‘tql: ,

! ]e h kim A reka dlb t mql()ng() Kare "‘ )
13P0 an perjalanan dinas fiktif, seolah-olah me k&a
ke D ik r. Pa plerekajh]anj n ke )

Gede Hari

i L

—— g
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RD dung.‘ ini ' W 'lk ua _' ‘ i . Nam di

respons dari Dg
Bahkan, “Déwan Sempldi"
menegas;an kalau memang
benar ada penyelewengan

‘mesti diusut hingg v 8l ' berpengaruh
“Kalau memang be ~ hanya mendukung program _“rhdapm si sekolah serta.
wengkandalarhbe seKolah. Jika terjadi dugaan yang leblhekstremlaglketmda-

seharusnya bisa diusut. Kalau peny lewengan 1tq kembali kan KKN;" ujar politikus Golkar

oknum yang berbuat itu, kalau / terang dia. | ang akrabdxsapaRahTutml
Selain itu, mengenai kepen- >mentara Kepala Dinas Pen-

gyfusan Fomxte seéual sqn'ag didika Pemudadan Olahraga

i ) Kabupater) Badung, mendatang. "Unituk perididikan
t Widia Astika merigatakan, ~ di Badung semuanya gratis,
dalam Keputusan Menteri Pen- " pokoknya yang pen-
i 2002 ten-  didikan gratis semuanya gratis
ikan dan  dantidakadapungutanapapun,’
h jelas jelas Giri Prasta, Rab\:{(20/7)
|diatur dalam anggaran dasar  Lebih lanjut, karena biaya
g di- pendidikan dlgraﬁskLn, se-

cantumkan penguru komite gala bentuk pungutan seperti
maksimal dua kali periode. Pun  pungutan berupa omite
, kenyataan di lapangan  otomatis dihapuskan. “Tidak
g mem- adadanakomite, segala sesuatu
sesuai  dilakukan secara terpola dan
H | berencana. Segala sesuatu ka-
Sementara itu, Bupati Bad lau dibahas dengan baik, akh-
man Giri Prasta s&jsumbE irnya pasti akan bagus. Kalau
menggratiskan pendi segala sesuatu perencanaann
adung. Realisasinya akan tidak matang,itu dah k bob
cukan melalui API{D 2017 lan,’ terangnya. (dwi]

1 RU1EE BN T NTERY
|
\ \
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Bahkan, belan]a aerah Ka-
bupaten Badnng 17 |diran-

4, 960 523.583.567,29.
_ dilontarkan oleh Bupati Ba-
‘dung Nyoman Giri Prasta, da-
lam rapat paripuina
Badung, Rabu (20/7) kemarin.
Rapat panpuma yang dip-
impin Ketua DPRD Badung tahun ge ’
‘PutuParwata. Mengpagendakan tentang ertanggung]awaban
penjelasan Bupati B dTEF
i

hkan ranperda
purm, kemaﬂn

perda tentang
3 k anak, serta
da tentang pehcahutan :
No.3 tahun 2007 tentang

pelaksa aan APBD Badung
“terhadap 5 Ra pe‘da. Yal g

- Ranperda g}q :

prioritas p gé se-
mentara (P AS ‘:;?D dung

%K ﬂﬁ- penyusunan organ-
isasi dan tata kerja pemerin-
' tapar] desa. (dwi/adv}
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